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A. Latar Belakang Masalah 
Pajak ialah suatu pemasukan yang diberikan ke Negara dan wajib 
membayar hukumnya bagi pribadi setiap orang maupun suatu lembaga yang 
sifatnya memaksa menurut UU dan tidak dapat upah dengan cara langsung, 
ini dipergunakan untuk kepentingan Negara supaya rakyat menjadi makmur 
dan sejahtera. Dalam suatu pembangunan pajak berperan sangat penting, 
sebab kebanyakan dana yang dipergunakan sebagai membangun bangsa 
Indonesia merupakan dari pendapatan pajak. Menurut Thomas (2010:5) 
dalam suatu pembangunan pajak memiliki peran sebab sumber pendapatan 
negara yaitu dari pajak untuk memenuhi semua kebutuhan bangsa Indonesia1. 
Akan mengalaminya kesulitan pembangunan serta kesulitan untuk 
mencapai kesejahteraan pada suatu negara apabila tidak adanya pajak. 
Merupakan suatu peranan yang penting sebab pajak merupakan salah satu 
penghasilan yang besar bagi pemasukan kas negara. Dengan peran pajak yang 
penting dapat menjadikan masyarakat menjadi terbebani untuk membayar 
pajak sebagai orang yang wajib untuk pajak. Jenis pajak digolongkan menjadi 
dua, yaitu pajak Negara (pusat) dan pajak daerah. Contoh pajak Negara 
adalah PPH (Pajak penghasilan), PPN (Pajak pertambahan nilai), PPNBM 
(Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah), Bea Materai, PBB (Pajak Bumi 
                                                                
1 Thomas, (2010) “Dasar-Dasar Perkreditan” .Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama 
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dan Bangunan). Akan tetapi berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 Pajak daerah 
dan Retribusi Daerah adalah merupakan satu sumber penghasilan daerah yang 
penting untuk membiayai Pemerintah Daerah. Contoh Pajak Daerah adalah 
Pajak Hotel, Pajak Restoran, BPHTB, PBB, dan Pajak Kendaraan Bermotor 
(PKB)2. 
Yang merupakan suatu jenis pajak yang telah diatur pengelolaannya 
dan penting salah satunya ialah PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). 
Keberlangsungannya perekonomian suatu Negara merupakan suatu hal yang 
penting untuk untuk menjadi tonggak tergantung lancarnya tata pengelolaan 
dan pembayaran PBB. Bumi merupakan suatu permukaan dan tubuh bumi 
yaitu berada di bawah permukaan bumi. Adapun bagian dari permukaan bumi 
yaitu perairan pedalaman yang terdiri dari tambak, rawa, dan perairan, selain 
itu juga ada juga tanah, beserta laut. Suatu konstruksi teknik yang ditanami 
ataupun meletakan sesuatu dengan cara tetap diatas tanah juga di perairan 
disebut dengan bangunan. Idealnya wajib pajak memahami sejauh mana 
kewajibannya dalam membayar pajak ini, termasuk pajak bangunan dan 
bumi. Indonesia terdapat suatu potensi pajak dari bangunan dan bumi yang 
saangat besar, karena luasnya lahan tanah yang terkena pajak juga sangat 
besar. Apabila pemanfaatan yang maksimal dar hasil ekspor PBB, maka akan 
meningkatnya kesejahteran suatu masayarakat. Menurut UUD 1945 Pasal 23 
A sesorang wajib pajak diharuskan terpenuhinya syarat perpajakan yaitu 
                                                                
2 Legality, (2018) “Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan” . Yogyakarta : Legality 
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berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan 
Negara”.  
Saat ini PBB terdapat secara utama melalui UU No. 12 Tahun 1994 
mengenai Pajak Bangunan dan Bumi yang sudah lebih sempurna melalui UU 
No. 12 tahun 1994 mengenai suatu perubahan UU No. 12 tahun 1985 
mengenai perpajakan bangunan dan bumi. Perpajakan Bumi dan Bangunan di 
berikan pada pemerintahaan daerah untuk itu ditetapkan adanya pemberian 
tempat untuk membayar pajak supaya lebih mudah dan dapat dijangkau 
keberadaannya, sehingga hasil pajak dapat langsung dimaanfaatkan oleh 
pemerintah daerah yang bersangkutan untuk digunakan sebagai biaya 
bangunan di tiap-tiap wilayah. Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) 
Kabupaten Tegal merupakan sarana informasi dan layanan saran /pengaduan 
bagi para wajib pajak serta masyarakat dalam memahami kewajiban 
perpajakan khususnya pajak. Menurut hasil dari mewawacarai seseorang dari 
pegawai BP2D Kabupaten Tegal menjelaskan mengenai pelaksanaan 
pengelolaan E-PBB yang sudah dimulai semenjak 20 Desember 2017 lalu 
yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten Tegal.  
Dengan melimpahkan suatu wewenang untuk mengelola E-PBB inilah 
terdapat suatu kesempatan supaya maksimalnya sumber pendapatan bagi 
Pemerintahan Daerah. Supaya bisa terlaksananya pengolahan E-PBB dengan 
pengelolaan yang sebaik mungkin suatu pemerintahan daerah harus lebih 
berupaya sebagai PAD Kabupaten Tegal. Dalam pemenuhan kebutuhan-
kebutuhan daerah pemerintah harus lebih bekerja keras. Pendapat dari 
4 
  
Kurniawan (2005:73) supaya pemerintahan bisa memaaksimalkan hasil yang 
didapatkan, untuk itu dengan mengasih layanan dengan baik ke publik yang 
dilakukan pemerintahan daerah. Memberikan pelayanan public yaitu 
melayani ataupun memberikan suatu pelayanan untuk keperluan orang-orang 
ataupun masyarakat yang memiliki kepentingan di suatu organisasi sesuai 
dengan pokok-pokok aturan dan cara-cara yang sudah ditetapkan. 
(Kurniawan, 2005:73)3.  
Perintah dari presiden No. 03 tahun 2003 yang merupakan suatu dasar 
untuk mengembangkan E-Government. Dengan dimanfaatkannya teknologi 
informasi untuk melayani publik supaya lebih efisien dan efektif disebut 
pengembangan E-Government. Dengan menggunakan E-Government, 
berharap bisa memberikan dampak di tatanan sistem pemanajemenan beserta 
pada prosesnya kerja yang berada di sekitar daerah dengan memanfaatkan 
teknologi informasi yang maksimal. Untuk pelayanan masyarakat 
pemerintahan kabupaten Tegal mengusahakan mengasihkan pelayanan yang 
terbaik dengan diluncurkannya suatu program untuk mengolah PBB yakni 
aplikasi program E-PBB (Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan) fungsinya 
untuk mengelola PBB dengan cara yang lebih modern atau basis teknologi 
informasi serta lebih Inovasi. Dengan diciptakannya E-PBB bertujuan supaya 
dapat meningkatnya suatu kualitas untuk melayai masyarakat yang diberikan 
oleh pemerintahan. Sebagai bentuk suatu pelaksanaan dari kebijakan 
                                                                
3 Kurniawan, (2005) “Transformasi Pelayanan Publik”. Yogyakarta : Kurniawan 
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pemerinth Tegal menjalankan E-PBB yang merupakan suatu proyek dari E-
Government. 
Pendapat dari Indrajit (2006:61) ada 08 elemen yang bisa dijadikan 
untuk pedoman mengukur kesuksesannya dari proyek E-Government, 
diantaranya leadership political, technology dan innovation, environment, 
planning, stakeholders, transparency / visibility, budgets4. Maka dari itu, 
untuk analisis suatu penetapan E-PBB untuk mengelolah PBB beserta 
suksesnya aplikasi E-PBB yang merupakan suatu proyek dari E-Government 
di pemerintahan Kabupaten Tegal. 
Tabel 3.1 
Rekapan Pembayaran PBB Kabupaten Tegal melalui E-PBB  







POKOK DENDA TOTAL 
1 2020 543.823 37.446.719.582 0 37.446.719.582 
2 2019 27.102 1.444.135.173 75.655.097 1.519.790.270 
3 2018 12.612 839.637.178 76.059.023 915.696.201 
4 2017 9.961 439.614.223 70.565.752 510.179.975 
5 2016 5.744 225.389.388 39.838.778 265.228.166 
6 2015 5.632 234.528.186 38.041.622 272.569.808 
7 2014 7.195 253.864.151 37.741.760 291.605.911 
8 2013 8.645 286.978.253 43.966.281 330.944.534 
9 2012 3.293 143.272.619 22.044.314 165.316.933 
10 2011 3.129 131.833.980 18.862.329 150.696.309 
11 2010 4.410 195.831.334 27.002.174 222.833.508 
12 2009 100 4.908.894 579.292 5.488.186 
13 2008 65 4.039.558 291.738 4.331.296 
14 2007 113 4.568.736 270.079 4.838.815 
                                                                
4 Indrajit Eko Rechardus, (2006) “Electronic Government”. Yogyakarta: Elektronic Government . 
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15 2006 89 2.773.508 303.806 3.037.314 
16 2005 68 1.576.619 130.704 1.707.323 
17 2004 32 520.999 57.261 578.260 
18 2003 37 702.021 70.930 772.951 
19 2002 20 274.322 3.902 278.224 
20 2001 59 817.215 109.740 926.955 
21 2000 64 868.144 129.525 997.669 
22 1999 46 657.638 79.419 737.057 
23 1998 24 409.918 53.087 463.005 
24 1997 23 388.893 47.249 436.142 
25 1996 17 149.590 50.368 199.958 
TOTAL 632.303 41.664.420.122 451.954.230 42.116.374.352 
 
Menurut permasalahan yang ada pada table tersebut, untuk itu penulis 
ingin buat laporan tugas akhir yang berjudul “Implementasi Aplikasi E-PBB 
Dalam Pelayanan PBB di Badan Pelayanan Pajak Daeraah (BP2D) 
Kabupaten Tegal”. 
 
B. Ruang Lingkup Pembahasan 
Dari pemaparan di latar belakang di atas pada penelitian yang sudah 
dijelaskan diatas, maka ruang lingkup pembahsan yang akan di uraikan pada 
Tugas Akhir yaitu sebagai berikut : 
1.   Bagaimana tata cara menggunakan Aplikasi E-PBB di kantor BP2D 
Kabupaten Tegal 
2.   Bagaimana pelaksanaan Aplikasi E-PBB di kantor BP2D Kabupaten 
Tegal? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan 
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Menurut rumusan masalah penelitian yang sudah dijelaskan diatas, 
maka tujuan dan kegunaan penulusan ialah:  
1. Tujuan Penulisan 
Tujuan penulisan dalam  Laporan Tugas Akhir ini ialah : 
a. Untuk mengetahui bagaimana tata cara menggunakan Aplikas E-PBB  
dalam pelayanan PBB. 
b. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Aplikasi E-PBB di kantor 
BP2D  Kabupaten Tegal. 
2. Manfaat Penulisan 
a. Bagi Penulis  
Menerapkan teori-teori serta ilmu yang sudah didapaatkan dari kuliah 
dan praktik di Lapangan. 
b. Bagi Universitas Pancasakti Tegal 
Menjadi suatu bahan referensi untuk mahasiswa-mahasiswa yang 
sedang menyusun laporan Tugas akhir yang terdapat hubungannya 
dengan penulisan ini. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Dalam tugas akhir ini menggunakan metode pengumpulan data:             
1. Observasi  
Pendapat dar Nur Indrianto dan Bambang Supomo (2009:157), 
observasi ialah suatu proses mencatat pola-pola dari tingkahlaku 
seseorang atau subjek, benda atau objek, maupun suatu kejadiaan yang 
sistematik dengan tidak adanya suatu pertanyaan maupun komunikasi 
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yang dilakukan bersama seseorang yang sedang diteliti5. Melalui cara 
pengamatan langsung observasi ini dilakukan dengan adanya 
perencanaan penerima dan merealisasikan PBB Di Kantor BP2D 
Kabupaten Tegal. 
2. Studi Pustaka 
Sanusi (2011) berpendapat bahwa studi pustaka ialah suatu cara 
pendokumentasian, ini dilakukan supaya bisa mendapakna data yang 
sekunder melalui berbagai sumber baik itu dari kelembagaan maupun 
dari sumber pribadi.  
3. Wawancara 
Wawancara ialah suartu cara untuk mengumpulkan data denngan 
menggunakan metode survai dengan mengajukan pertanyaan-
pertanyaan secara lisan pada suatu subyek dari penelitian tersebut ini 
pendapat dari Indriantoro dan Supomo (2009:157). Wawancara ini 
dijalankan bersama pembimbing lapangan tentang tema dari Tugas 
Akhir yang sedang dibahas. 
 
E. Jenis Data 
Pada penyusunan tugas akhir ini menggunakan jenis-jenis data yaitu: 
1. Data Primer 
Data primer ialah suatu data yang telah terkumpul dan data tersebut 
diolah oleh organisasi ataupun individu yang diolahnya dengan cara 
                                                                
5 Indriantoro, Nur dan Bambang. (2009) “Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi 
dan Manajemen”(1th ed). Yogyakarta 
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langsung dari obyeknya ini pendapat dari J.supranto (2008:11)6. Data 
primer di dapat dari sumbernya langsung yaitu di kantor BP2D 
Kabupaten Tegal. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder ialah data yang diperoleh sudah dalam bentuk jadi yang 
sudah diolah oleh seseorang, dan biasanya data ini berbentuk publikasi 
seperti BPS, LIPI, KPU, BI ini adalah pendapat J.supranto (2008:11)7. 
Untuk memperoleh data sekunder ini yaitu dengan cara mengammbil 
data-data dari suatu arsip maupun dokumen yang terdapat di bagian 













                                                                
6 Supranto, (2008) “Statistika Teori dan Alikasi” . Jakarta :  Erlangga 




GAMBARAN UMUM KANTOR BADAN PENGELOLAAN 
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TEGAL 
 
A. Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan 
Daerah Kabupaten Tegal 
        UU No. 23 Tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah yang mana 
sudah dirubah berkali-kali, terakhir dirubah dengan UU No. 09 Tahun 2015 
mengenai peubahan yang ke-2 pada UU No. 23 Tahun 2014 berkaitan dengan 
pemerintah didaerah, UU No. 33 Tahun 2004 mengenai keseimbangan 
keuangan diantara pemerintahan yanga ada di pusat dan pemerintahan yang 
ada di daerah dalam hal pelaksanaan otonom daerah serta peraturan 
pemerintahan  No. 18 tahun 2016 mengenai perangkat daerah , setelah itu 
yang menjadi pelaksananya, dibuatlah peraturan-peraturan yang ada di daerah 
Kabupaten Tegal No. 12 Tahun 2016 mengenai membentuk struktur pada 
perangkat yang ada di daerah Kabupaten Tegal dan tindakan selanjutnya yaitu 
Peraturan Bupati Tegal No. 72 Tahun 2016 mengenai jabatan, struktur 
organisasinya, fungsi dan tugas beserta tatanan pekerjaan Badan Pengelola 
Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal. BP2D (Badan Pengelolaan Pendapatan 
Daerah) pada saat itu mengalami perubahan tepatnya pada tahun 2020 dan 
kemudian terjadi perubahan menjadi menjadi BAPPENDA (Badan 
Pengelolaan Pendapatan Daerah) yang sampai hingga saat ini.  BAPPENDA 
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menjadi termasuk suatu instansi yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 30 
Slawi. 
B. Kewenangan, Tujuan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 
Kabupaten Tegal 
        PERBU Tegal No. 74 Tahun 2019 Mengenai Kewenangan, fungsi 
beserta tugas dari Dinas – Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pramong Praja 
Kabupaten Tegal sebagai berikut : 
1. Perumusan Kbijakan pada bidang PAD (Pendapatan Asli Daerah) 
2. Berkoordinasi dan melaksanakan kebijakan-kebijakan pada bidang PAD 
(Pendapatan Asli Daerah) 
3. Membina, Mengawasi, dan mengendalikan kebijakan-kebijakan pada 
bidang PAD (Pendapatan Asli Daerah) 
4. Melaksanakan Administrasi Badan pada bidang PAD. 
        Tujuan dari BPPD Kabupaten Tegal ingin mencapai sasaran sesuai 
dengan apa yang akan dicapai oleh pemerintahan pusat: 
1. Mengoptimalisasikan penerimaan yang ada di daerah  
2. Mengoptimalisasikan pelayanannya  
3. Meningkatkan kualitas serta kuantitas dari sumber daya aparatur dan 
organisasi  
4. Meningkatkan kepahaman pada warga mengenai suatu arti pentingnya 
membayar pajak daerah dan retrubis daerah  
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5. Mengoptimalisasikan peranan dan fungsi dari Badan Pengelolaan Pajak 
Daerah yang merupakan bentuk coordinator pada bidang Pendapatan 
Daerah . 
C. Struktur Organisasi Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah  
        Berikut adalah struktur organisasi dari Badan Pengelola Pendapatan 
Daerah Kabupaten Tegal yang telah diatur dalam ketentuan PERBU 
Kabupaten Tegal No. 74 Tahun 2019 mengenai jabatan, struktur organisasi, 
tugas dan fungsi yang tersusun dan terstruktur, dengan rincian sebagai 
berikut: 
1. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. 
2. Sekretaris. 
3. Jabatan Fungsional. 
4. Kapala sub bagian Perencanaan dan Keuangan. 
5. Kapala sub bagian Umum dan Kepegawaian. 
6. Kabid Pajak Daerah I. 
7. Kabid Pajak Daerah II. 
8. Kabid Pengendalian Operasional. 
9. Kasubid Pendataan, Penetapan Bidan I. 
10. Kasubid Pendataan Bidang II. 
11. Kasubid Perencanaan Analisa. 
12. Kasubid Penagihan, Keberatan Bidang I. 
13. Kasubid Penagihan Bidang 2. 




Struktur Organisasi  

















D. Tugas dan Fungsi Masing-Masing Seksi pada Kantor Badan Pengelolaan 
Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal 
        Menurut ketentuan PERBU Kabupaten Tegal No. 74 Tahun 2019 
mengenai jabatan, struktur organisasi, tugasnya dan fungsinya yang disusun 
organisasi yang dipimpin seorang kepala, menjelaskan bahwa terdapat tugas, 
adapun fungsinya dari setiap bagian-bagian yang berada pada Kantornya 
BPPD Kabupaten Tegal, dengan rincian : 
1.  Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. 
        Kepala BPPD memiliki tugas pokok. Pelaksanaan tugas dapat 
dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, 
sebagaimana terdapat  fungsi, sebagai berikut : 
a. Merumuskan suatu kebijakan PAD (Pendapatan Asli Daerah). 
b. Mengkoordinasi dan melaksanakan kebijakan yang ada pada bidang 
PAD  
c. Membina, mengawasi serta mengendalikan kebijakan-kebijakan 
pada bidang PAD (Pendapatan Asli Daerah). 
d. Melaksanakan administrasi Badan pada bidang PAD (Pendapatan 
Asli Daerah). 
e. Penetapan rencana kerja 
2.  Sekretaris 
Adapun fungsi dari pelaksanaan tugas Sekretaris, sebagai berikut : 




b. Mengkoordinasi dalam hal menyiapkan bahan untuk menyusun 
perencanaan Badan. 
c. Mengkoordinasi dalam hal menyiapkan bahan untuk merumuskan 
kebijakan umum dan teknis operasional Badan. 
d. Mengkoordinasi dalam hal menyelenggarakan tugas Badan. 
e. Menyiapkan bahan-bahan untuk membimbing dan pengendalian 
teknis Badan. 
f. Mengkoordinasi untuk menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan 
untuk menyusun laporan serta evaluasi penyelenggaraan tugas 
Badan. 
g. Mengelola yang berkaitan dengan uang, pegawai, beserta yang 
umum. 
h. Mengendalikan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan 
mengenai kesekretariatan. 
3. Jabatan Fungsional  
        Saat sedang melakukan tugasnya suatu kelompok dengan jabatan 
fungsional berlandasan dengan prinsip kompetesi keahlian ataupun 
adanya keterampilan-keterampilan beserta mempunyai sifat yang 
mandiri. Adapun Tata kerja Kelompok Jabatan Fungsional sebagai 
berikut : 
a. Perumusan dan penetapan mengenai suatu rencaana badan yang 
didasarkan peraturan UU serta hasil dari evaluasi-evaluasi dari 
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kegiatan-kegiatan yang telah terlaksana dari tahun sebelumnya yang 
dijadikan pedoman untuk melaksanakan tugas.  
b. Mengadakan koordinasi serta konsultasi yang diadakan degan suatu 
lembaga/instansi yang berhubungan dalam melaksanakan program-
program pada bidang pengelola pendapatan daerah. 
c. Membuat rumusan tentang kebijakan-kebijakan umum serta cara 
oprasional pada bidang pengelola pendapatan daerah.  
d. Menelaan serta mengkajinya suatu peraturan UU pada bidang 
pengelola pendapatan daerah.  
e. Mengajarkan dan mendukung karena diselenggarakannya tugas pada 
bidang pengelola Pendapatan Daerah yang disesuaikan dengan 
peraturan UU supaya kerja Badan memenuhi targget yang 
diinginkan.  
f. Mengadakan suatu layanan yang prima, memfasilitasi serta 
berinovasi pada bidangnya Pengelola Pendapatan Daerah sama 
halnya dengan syarat guna peningkata kualitas kerja. 
g. Membina pengelolaan aset Badan  
h. Membina pengelolaan kesekretariatan/ketatusahaan Badan 
i. Menyelenggarakan tugas dari bupati yang disesuaikan dengan aturan 
undang-undang yang diberlakukan. 
4.  Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan  
        Adapun tugasnya dari kepala sub bagian perencana dan keuangan 
yaitu memberi bantuan pada sekretaris dalam mengidentifikasi, 
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menganalisa, mengolah dan menyajikan data sebagai persiapan bahan 
untuk menyusun, merencanakan, dan melaksanakan bahan motoring 
untuk melaporkan serta pengolahan data keuangan. 
a. Untuk menyusun rencana kerja dilakukan penelaan data  
b. Untuk penyusunan kebijakannya dari teknis rencana dan pengolahan 
keuangannya badan dilakukan penelahan data  
c.  Melaksanakan pengembangan sistemnya informasi pada bidang 
PAD (pendapatan asli daerah) 
d. Pelaksaan pengolahan keuangan  
e. mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanan tugasnya 
dari sub bagian perencana dan keuangannya. 
5.  Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
Adanya tugasnya dari kepala sub bagian umum dan kepegawaian yaitu 
memberi bantuan pada sekretaris dalam menjalankan urusan mengenai 
ketata usahaan, pegawai, rumah tangga, kelengkapan, perpustakaan, 
protocol dan humas. Dalam melakukan tugas-tugas itu, kepala sub bagian 
umum dan kepegawaian berfungsi sebagai :  
a. Menelaah data untuk menjadi bahan menyususn perencanaan kerja.  
b. Menelaah data untuk menjadi bahan merumuskan kebijakan-
kebijakan teknis dari ketata uahaan, pegawai, rumah tangga, 
kelengkapan, perpustakaan, protocol dan humas. 
c. Mengelola mengenai ketatausahaan. 
d. Mengelola mengenai keadministrasian pegawai. 
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e. Mengelola dan menata usaha aset Badan. 
f. Mengelola arsip-arsip bacan. 
g. Mengolah sistemnya informasi manajemen terintegrasi. 
h. Melaksanakan urusan-urusan dari rumah tangga, kelengkapan, 
perpustakaan, ruang dari melayani perpajakan, protokol dan humas.  
i. Mengendalikan evaluasi-evauasi dan melaporkan tugas-tugas yang 
sudah terlaksana dari sub bagian umum dan kepegawaian.  
6.  Kepala Bidang Pajak Daerah I 
        Adanya tugasnya dari Kepala Bidang Pajak Daerah I yaitu memberi 
bantuan kepada Kepala Badan untuk melakukan mengolah PAD 
(Perndapatan Asli Daerah) urusan atau bidang PBB-P2 dan BPHTB 
Adapun fungsi Kepala Bidang Pajak Daerah, sebagai berikut :  
a. Merumuskan kebijakannya pada bidangnya PBB serta BPHTB  
b. Mengkoordinasi serta melaksanakan kebiakan-kebijakan pada 
bidangnya PBB dan BPHTB  
c. Membina, mengawasi, dan mengendalikan kebijakan-kebijakan pada 
bidangnya PBB dan BPHTB  
d. Mengelola dan memfasiitasi program-program pada bidangnya PBB 
dan BPHTB  
e. Menyususn standar dari prosedur dan ciri-ciri pada bidangnya PBB 
dan BPHTB  
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f. Melaksanakan panduan teknis, memandu pengendalian, 
mengevaluasi dan melaporkan pada bidangnya PBB dan BPHTB 
(Pajak Daerah I). 
g. Melaksanakan administrasi pada bidangnya PBB dan BPHTB (Pajak 
Daerah I). 
h. Melaksanakan fungsi yang lainnya yang dikasih dari Kepala Badan 
pada bidangnya PBB dan BPHTB (Pajak Daerah I). 
7.  Kepala Bidang Pajak Daerah II 
        Adanya pokok tugas dari Kepala Bidang Pajak Daerah II yaitu 
memberi bantuan Kepala Badan untuk melakukan pengolahan PAD 
(Pendapatan Asli Daerah) dalam hal pada bidang Sembilan yaitu jenisnya 
yang merupakan pajak penerangan jalan umum, pajak reklame, pajak 
sarang burung wallet, pajak hiburan, pajak minerba, pajak parkir dan 
pajak air bawah tanah (Non PBB dan BPHTB). Dalam menjalankan 
tugasnya itu, Kepala Bidang Pajak Daerah II memiliki fungsi, sebagai 
berikut : 
a. Merumuskan kebijakan-kebijakannya pada bidangnya NON PBB 
dan BPHTB (Pajak Daerah II). 
b. Mengkoordinasi dan melakukan kebijakan-kebijakannya pada 
bidangnya NON PBB dan BPHTB (Pajak Daerah II). 
c. Mendata, menetapkan, melakukan meenyuluhan, menagih, 
membina, mengawasi, memeriksa dan mengendalikan kebijakan 
pada bidang NON PBB dan BPHTB (Pajak Daerah II). 
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d. Mengelola dan memfasilitasi program-program pada bidang NON 
PBB dan BPHTB (Pajak Daerah II). 
e. Menyusun standar, cara, serta kriteria-kriterianya pada bidang NON 
PBB dan BPHTB (Pajak Daerah II).  
f. Melakukan pembimbingan teknis, memandu, mengendalikan, 
mengevaluai dan melaporkan program-program pada bidang NON 
PBB dan BPHTB (Pajak Daerah II).  
g. Melaksanakankeadministrasian pada bidang NON PBB dan BPHTB 
(Pajak Daerah II).  
h. Melaksanakan fungsi yang lainnya dari Kepala Badan pada bidang 
NON PBB dan BPHTB (Pajak Daerah II). 
8.  Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Operasional Pendapatan 
        Adanya pokok tugas dari Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian 
Operasional Pendapatan yaitu memberi bantuan pada Kepala Badan 
untuk melakukan pengolahan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yaitu 
dalam hal merencanakan, mengendalikan pendapatan, menganalisa, dan 
menggali pendapatan, memandu, mengevaluasi, dan merekonsilasi dalam 
melaporkan pendapatan daerah. Dalam menjalankan tugas itu, Kepala 
Bidang Perencanaan, Pengendalian Operasional Pendapatan memiliki 
fungsi, sebagai berikut : 
a. Merumuskan kebijakannya pada bidangnya merencanakan dan 
mengendalikan operasional pendapatannya. 
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b. Mengkoordinasi serta melaksanakan kebijakan-kebijakan pada 
bidangnya merencanaan dan mengendalian operasional 
pendapatannya. 
c. Mengelola serta memfasilitasi programnya pada bidangnya 
merencanaan dan mengendalian operasional pendapatannya. 
d. Mengkoordinasi daam merencanakan, mengkaji, menganalisa, dan 
mengendalikan pendapatan asli daerah. 
e. Program memandu, mengevaluasi dan melaporkan program-program 
pada bidangnya merencanaan dan mengendalian operasional 
pendapatannya. 
f. Melaksanakan keadministrasian pada bidangnya merencanaan dan 
mengendalian operasional pendapatannya. 
g. Melaksanakan fungsinya yang lainnya dari Kepala Badan  
9.   Kasubid Pendataan, Penetapan dan Penyuluhan Bidang I 
        Tugasnya yaitu memberi bantuan pada Kepala Bidang Pajak Daerah 
I dalam hal mendata, menetapkan, serta menyuluh PBB dan BPHTB. 
Dalam menjalankan tugasnya itu, Kepala Sub bidang 1, memiliki fungsi 
untuk melakukan bebrapa tugas Kepala Bidang Pajak Daerah I pada hal 
menyiapkan bahan yang digunakan untuk merumuskan kebijakan-
kebijakan teknis, mengkoordinasi, membina, mendata, menetapkan, dan 
menyuluh, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan-kegiatan pada Sub 
bidang Pendataan, Penetapan dan Penyuluhan Bidang I. Adapun Uraian 
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tugas Kepala Sub bidang pendataan, penetapan dan penyuluhan bidang I 
sebagai berikut : 
a. Penyusunan dari perencanaan kerjanya sub bidang pendataan 
penetapan dan penyuluhan bidang I yang di dasarkan pada sumber 
data dan renja yang nantinya dipergunakan untuk rujukan dalam hal 
pelaksanaan tugas.  
b. Melakukan pengolahan, pengumpulan serta menelaah informasi/data 
untuk dijadikan bahan merumuskan kebijkan umum dan teknis untuk 
penyuluhan PBB dan Bphtb . 
c. Penetapan nilai objek PBB P-2  
d. Melaksanakan kegiatan penyuluhan PBB P-2 
e. Mendata subjek serta objeknya PBB P-2 dan BPHTB  
f. Memberikan brifing wajib pajak PBB 
10.  Kepala Sub Bidang Pendataan, Penetapan dan Penyuluhan Bidang II 
        Adanya tugasnya dari Kepala Sub bidang II yaitu memberi bantuan 
Kepala Bidang Pajak Daerah II untuk melaksanakan mendata, 
menetapkan, menyuluh pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan 
jalan umum, pajak reklame, pajak minerba, pajak air bawah tanah, pajak 
hiburan, pajak parkir dan pajak sarang burung wallet (NON PBB dan 
BPHTB). Untuk melakukan tugas itu, Kepala Subbidang Pendataan, 
Penetapan dan Penyuluhan Bidang II memiliki fungsi untuk melakukan 
beberapa tugas pada Kepala Bidang Pajak Daerah II dalam hal 
menyiapkan bahan-bahan untu merumuskan kebijakan dari teknis, 
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mengkoordinasi, memandu, membina, mendata, menetapkan, dan 
meyuluh, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pada Sub bidang 
Pendataan, Penetapan, dan Penyuluhan  Bidang II.  
Uraian Tugas : 
a. Penyusunan rencana-rencana kerja dari Sub bidang Pendataan, 
Penetapan, Dan Penyuluhan Bidang II yang didasarkan pada renja, 
resenta, dan sumber-sumber data yang lainnya supaya bisa digunakan 
menjadi dasar dalam melakuka tugas.  
b. Mengkoordinasi dalam menyusun kebijakan-kebijakan teknis dari 
oprasional sub bidang yang di dasarkan pada sekala prioritas sebagai 
dasar untuk melaksanakan tugas. 
c. Dilakukannya mendata, menetapkan, dan menyuluh serta menelaah 
informasi/data untuk dijadikan bahan merumuskan suatu bijakan 
yang umum serta cara mengoprasionalkan mendata, menetapkan serta 
menyuluh pajak dari hotel, pajak minerba, pajak air bawah tanah, 
pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan 
umum, pajak parkir dan pajak sarang burung wallet (Non PBB dan 
BPHTB. 
d. Melakukan layanan pendaftaran serta mendata pada orang-orang 
yang wajib pajak. 
e. Melakukan pengolahan mutase/merubah data dari wajib pajak. 




g. Melakukan penyusunn laporan dari hasil pendaftaran dan pendataan 
wajib pajak.  
h. Menerbitkan No. NPWPD untuk mengukuhkan wajibnya pajak  yang 
ada didaerah. 
i.  Diterbitkannya SKPD 
j.  Melakukan suluhan dengan cara continue pada wajib pajak supaya 
patuh untuk selalu membayar pajak.  
k. Memberi layanan untuk mendata, menetapkan dan menyuluh pajak 
daerah. 
l. Melakukan inventarisasi masalah-masalah yang berkaitan dengan 
dengan Bidang Pajak II, beserta memberikan sajian yang alternatif 
pemecahannya.  
m. Dilakukannya penyelidikan dari melaksanakan tugas bahwa dengan 
pemeriksaan, pembimbingan, dan pengawasan dilakukan supaya 
tugas-tugas terlaksana. 
n. Melakukan kerjasama atau hubungan pada instansi terkait untuk 
memberi dukungan pada pelaksanaannya kegiatan kedinasan supaya 
bisa mendukung pelaksanaannya tugas. 
o. Mempersiapkan bahan-bahan dan peenyusunan konsep SOP (Standar 
Operasional Prosedur) dari kegiatan Sub bidang supaya 
meningkatnya kualitas dari pelayanan publik. 
p. Mengendalikan, memandu, dan mengevaluasi kegiatan dari Sub 
bidang yang didasrakan pada realisasi dan rencananya supaya tahu 
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tingkatan dari pencapaian dan bahan pengambilan keputusan 
pimpinan. 
q. Memberi pengawasan serta memberi memotivasi tentang supaya bisa 
meningkatnya produktivitas kerja, pengembangan karier, serta 
kualitas kinerja.  
11. Kepala Sub Bidang Perencanaan, Analisa dan Pengendalian Pendapatan. 
      Adanya tugas poko dari Kepala Sub bidang Perencanaan, Analisa dan 
Penggalian Pendapatan yaitu memberi bantuan Kepala Bidang dalam 
melaksnakan merencanakan, menganalisa dan menggali penghasilan 
yang asli dari daerah. Dalam melakukan tugasnya itu, Kepala Sub bidang 
Perencanaan, Analisa dan Pendapatan memiliki fungsi untuk melakukan 
beberapa tugasnya dari Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian 
Operasional Pendapatan untuk menyiapkan bahan-bahan yang dijadikan 
rumusan kebijakan teknis, mengkoordinasi, membina, mengawasi, 
mengendalikan, mengelola fasilitas, mengevaluasi, dan melaporkan 
kegiatan pada sub bagian perencanaan,  Analisa dan Penggalian 
Pendapatan. Adapun Uraian Tugas sebagai berikut : 
a. Membuat susunan perencanaan kerja sub bidang perencanaan, 
analisa, penggalian yang didasarkan pada sumber informasi dan renja 
yang ada suapaya bisa dipergunakan sebagai pedoman untuk 
pelaksanaan tugas.  
26 
  
b. Mengkoordinasikan menyusun suatu kebijakan dari teknik 
operasional sub bidang yag didasarkan pada skala yang diutamakan 
seabagai dasar untuk melakukan tugas  
c. Melaksanakan mengumpulkan, mengelolah dan menelaah 
informasi/data yang dijadikan sebgai rumusan kebijakannya yang 
umum dan teknik mengoperasionalkan menganalisa serta menggali 
penghasilan dari daerah dengan berdasarkan pelaksanaan pengolahan 
PAD  
d. Melakukan kegiatan untuk mengkaji/perhitungan dari peluang 
penghasilan asli dari daerah bersama unit teknis dengan cara dan 
teknik perhitungan  
12. Kepala Sub Bidang Penagihan, Keberatan dan Piutang Bidang I 
       Ada beberapa tugas dari Kepala Subbidang Penagihan, Keberatan 
dan Piutang Bidang I yaitu memberi bantuan pada Kepala Bidang Pajak 
Daerah I untuk melakukan penarikan, melayani kesulitan, dan menelusuri 
pengolahan mengenai piutang PBB-P2 dan BPHTB. Dalam pelaksanaan 
tugas itu, Kepala Subbidang Penagihàn, Keberatan dan Piutang Bidang I 
memiliki fungsi untuk melakukan beberapa tugas dari Kepala Bidang 
Pajak Daerah I untuk mempersiapkan bahan-bahan rumusan, kebijakan 
teknis, mengkoordinasi, membina, mengawasi, mengendalikan, 
mengelola fasilitas, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan pada Sub 
bidang Penagihan, Keberatan dan Piutang Bidang  I.  
Adapun Uraian Tugas sebagai berikut: 
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a. Menyampaikan SPPT PBB-P2 
b. Melakukan tagihan pajak PBB-P2 
c. Melakukan layanan keberatan PBB-P2 
d. Melakukan penolahan piutang PBB-P2 dan BPHTB 
e. Penerbitan surat-surat teguran juga surat untuk tagihan pajak PBB-
P2 
f. Melakukan penelusuran dan validasi piutang PBB-P2 
13. Kepala Sub Bidang Pemeriksaan,Penagihan, Keberatan dan Piutang 
Bidang 2 
        Ada beberapa tugas dari Kepala Subbidang Pemeriksaan, 
Penagihan, Keberatan dan Piutang Bidang II yaitu memberi bantuan pada 
Kepala Bidang Pajak Daerah II untuk melaksanakan memeriksa, 
menagih, keberatan dan utang dari pajak hotel, pajak restoran, pajak 
penerangan jalan umum, pajak air bawah tanah, pajak reklame, pajak 
hiburan, pajak minerba, pajak parkir dan pajak sarang burung walet (Non 
PBB dan BPHTB). Dalam melakukan tugas itu, Kepala Pemeriksaan, 
Penagihan, Keberatan dan Piutang Bidang II memiliki fungsi melakukan 
beberapa tugas dari Kepala Bidang Pajak Daerah II untuk menyiapkan 
bahan-bahan supaya bisa merumuskan kebijakan teknis, mengkoordinasi, 
memandu, membina, menagih, memeriksa dạn keberatan, mengevaluasi 
dan melaporkan kegiatan pada Sub bidang Pemeriksaan, Penagihan, 
Keberatan dan Piutang Bidang II. 
Uraian Tugas : 
28 
  
a. Membuat susunan perencanaan kerja pada sub bidang menagihan, 
memeriksaan, dan keberatan pajak bidang II yang didasarkan pada 
renja dan sumber data yang dipergunakan untuk menjadi dasar dalam 
melakukan tugas 
b. Mengkoordinasikan menyusun kebijakan teknis operasional sub 
bidang yang di dasarkan pada skala prioritas sebagai dasar 
melakukan tugas  
c. Megumpulkan, mengollah, dan menelaah informasi/data syang 
dijadikan bahan untuk merumuskan kbijakan umum dan bidang II 
yitu pajak parkir, pajak hiburan, pajak hotel, pajak air bawah tanah, 
pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan. 
d. Melaksanakan pemeriksaan pada seseorang yang wajib pajak non 
PBB dan BPHTB 
14. Kepala Sub Bidang pengendalian Operasional Pendapatan 
Tugas Pokok dan Fungsi : 
        Ada tugas pokok dari Kepala Subbidang Pengendalian Operasional 
Pendapatan yaitu memberi bantuan pada Kepala Bidang Perencannan 
Pengendalian Pendapatan untuk melaksanakan Pengendalian Operasional 
Pendapatan asli daerah. Dalam melakukan tugas itu, Kepala 
Pengendalian Operasional Pendapatan memiliki fungsi untuk melakukan 
beberpa tugas dari Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, 
Pendapatan supaya menyiapkan bahan yang dijadikan rumusan kebijakan 
teknis mengkoordinasi, membina, mengawasi, mengendalikan, 
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mengelola fasilitas, menhevaluasi dan melaporkan kegiatan pada 
Pengendalian Operasional Pendapatan. 
a. Mempersiapkan bahan serta membuat susunan konsep SOP (Standar 
Operasional Prosedur) dari kegiatan Sub bidang supaya 
meningkatnya kualitas dari pelayanan publik. 
b. Mengendaikan, memandu, mengevaluasi kegiatan dari Sub bidang 
yang didasarkan pada perencanaan dan perealisasiannya supaya tahu 
tingkat dari pencapaian dan bahan pengambilan keputusan pimpinan. 
c. Mempersiapkan persediaan bahan-bahan untuk menyususn LKPJ, 
LKj (Laporan Kinerja), LPPD, dan laporan kedinasan yang lain pada 
bidangnya ketugasan dan disesuaikan dengan cara-cara dan syarat 
yang berlaku bagi penetapan laporan instansi. 
d. Memeberi pengawasan serta memberi motivasi supaya bisa 
meningkatnya produktivitas kerja, mengembangkan karier, beserta 
kualitas kerjanya. 
e. Mengasih saran-saran serta beberapa pertimbangan pada atasan 
untuk mengambil keputusan dalam hal penyelesaian masalah pada 
bidang ketugasan. 
f. Memberi taraf pada naskah dinas sesuai dengan tugas serta 
wewenangnya supaya naskah dinas abash pada bidang ketugasan. 
g. Memberikan laporan dari pelaksana tugas Sub bidang yang 
disesuaikan dengan cara-cara serta syarat yang diberlakukan sebagai 
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wujud dari tanggungjawab dan menjadi bahan perencanaan yang 
akan datang.  
h. Melakukan tugas yang lainny dari atasan sesuai pada bidangnya 








TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 
 
A. Tinjauan Teori 
1. Pengertian Pajak 
a. Definisi Pajak 
        Berdasarkan UU No. 16 Tahun 1983 yang terakhir sudah dirubah 
dengan UU No. 16 Tahun 2009, yaitu Pajak ialah kontribusi yang 
diwajibkan untuk Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan 
yang sifatnya memaksa dengan didasarkan pada UU dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung serta dipergunakan bgai 
kebutuhan untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat8 
b. Fungsi Pajak 
        Adapun 2 (dua) fungsi pajak sebagaimana telah dikemukakan 
oleh Hartati (2015:35-37) dengan rincian sebagai berikut9 :  
1) Fungsi Budgetair / Financial. 
        Fungsi Budgetair / Financial  merupakan kegiatan penyerahan 
uang dalam jumlah besar ke kas negara yang tujuannya membiayai 
                                                                
8 Republik Indonesia. 1983. Undang-undang Nomer 6 Tahun 1983 sebagaimana telah 
diubah dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan .Jakarta:Pemerintah Pusat 
9 Hartati, N. (2015).” Pengantar Perpajakan” Jakarta: CV. Pustaka Setia 
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segala apa yang dikeluarkan negara untuk pembangunan di negara 
tersebut. 
2) Fungsi Regulerend / Fungsi Mengatur. 
         Fungsi Regulerend / Fungsi Mengatur yakni segala bidang 
baik  ekonomi, sosial maupun politik yang memiliki tujuan tertentu 
yang telah diatur oleh pajak untuk para kalangan masyarakat. 
c.  Sistem Pemungutan Pajak  
        Menurut Mardiasmo (2011:7) menjelaskan tentang sistem dari 
pembayaran pajak terbagi menjadi 3 jenis, yaitu10 : 
1) Official Assessment System. 
        Official Assessment System termasuk sistem pembayaran 
pajak yang dilakukan wajib pajak untuk melakukan pelunasan 
pajak terutang dengan jumlah yang dimiliki yang terhitung dan 
ditetapkan oleh aparat pajak (fiskus). Adapun ciri-ciri pada sistem 
ini, sebagai berikut: 
a) Kemampuan dalam menenukan besar kecilnya pajak terutang 
oleh aparat pajak (fiskus). 
b) Bersifat pasifnya wajib pajak 
c) Surat ketetapan pajak yang dikeluarkan aparat pajak (fiskus) 
menghasilkan utang pajak. 
2) Self Assessment System 
                                                                
10 Mardiasmo, ( 2018) “Perpajakan Edisi Terbaru”. Yogyakarta : Andi 
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        Self Assessment System termasuk sistem yang melakukan 
pembyaran pajak yang pihak ketiga (bukan fiskus maupun Wajib 
Pajak) yang diberikan kewenangan dalam penentuan besarnya 
pajak terutang oleh Wajib Pajak. Adapun ciri-ciri pada sistem ini, 
sebagai berikut : 
a) Kewenangan dalam menentukan besar kecilnya pajak terutang  
yang ada pada Wajib Pajak sendiri.  
b) Melakukan penhitungan, penyetoran dan pelaporan sendiri 
pajak terutang oleh Wajib Pajak aktif. 
c) Fiskus (aparat pajak) bertugas dalam mengawasi pajak 
terutang bagi Wajib Pajak. 
3) With Holding System. 
        With Holding System ialah suatu sistem dalam melakukan 
pembayaran pajak yang dimana pihak ketiga (bukan fiskus dan 
bukan wajib pajak yang bersangkutan) diberikan kewenangan 
dalam penentuan besar kecilnya pajak terutang bagi Wajib Pajak. 
Adapun ciri-ciri yang dimilikinya adalah kewenangan dalam 
menentukan besaar kecilnya pajak terutang pada pihak ketiga selain 
aparat pajak (fiskus) dan wajib pajak 
d. Tata Cara Pemungutan Pajak 
        Cara pembayaran pajak tidak boleh sekaligus. Tiap orang yang 
wajib pajak yang terutaang menurut surat dari penetapan pajak atau 
dibayarkan sendiri dari seseorang wajib pajak menurut Undang-
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undang. Menurut ketetapan dari kepala dinas seorang yang wajib 
pajak dengan mempergunakan surat ketetapannya pajak ataupun 
dokumen lainnya yang bisa disamakan dengan karcis dan nota 
perhitungan. Untuk itu wajib pajak yang sudah terpenuhinya 
kewajiban perpajakan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah), 
SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar), ataupun 
SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan). 
e. Jenis Pajak  
1) Cara Pemungutannya  
a) Pajak Langsung  
        Pajak Langsung ialah beban dari pajak ditanggung oleh 
dirinya sendiri yang berkewajiban membayar pajak dan tak 
bisa digantikan pada orang lain. 
b) Pajak Tidak Langsung  
        Pajak tidak langsung ialah beban dari pajak bisa dialihkan 
pada yang lainnya sebab ini tidak ada surat ketetapan pajak. 
2) Berdasarkan Sifatnya  
a. Pajak Subjektif  
        Pajak subyektif ialah pajak yang berdasarkan pada 
subjeknya. Sesuatu pembayaran pajak bisa disebut pajak 
subjektif sebab melihat dari suatu kondisi wajib pajak. 
b. Pajak Objektif  
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        Pajak objektif termasuk bertumpunya pajak pada 
objeknya, tidak memlihat keadaannya seseorang yang wajib 
untuk membayar pajak. Contoh Pajak Pertambahan Nilai. 
3) Berdasarkan Lembaga Pemungutannya  
a. Pajak Pusat  
        Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh 
Pemerintah Pusat. Pajak Pusat sebgian besar dikelola oleh 
Direktorat Jendral Pajak dan digunakan untuk 
membangunfasilitas Negara diantaranya adalah untuk 
pembangunan sekolah, jembatan dan lain-lain. 
b. Pajak Daerah  
        Pajak Daerah yaitu suatu pembayran dengan dikelola dari 
Pemerintahan Daerah, baik Pemerintah tingkat Provisi ataupun 
Kabupaten/Kota dan dipergunakan sebagai keperluan belanja 
Pemerintah Daerah. 
2. Pajak Daerah  
        Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 mengenai perpajakan daerah dan 
retribusi daerah ialah merupakan suatu kontribusi yang diwajibbkan pada 
daerah yang terutang oleh diri orang individu ataupun badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan UU dan tidak dapat imbalan dengan cara langsung 
dan dipergunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Menurut 
UU No. 18 Tahun 1997 yang telah berubah dalam UU No. 18 Tahun 2000 
mengenai perubahan UU RI yang membahas mengenai pajak daerah dan 
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Retribusi daerah (pasal 2 ayat 1 dan 2) beserta peraturan Pemerintahan 
Nomer 65 Tahun 2001 mengenai pajak daerah dimana peraturan daerah itu 
memberi aturan mengenai objeknya pajak, subjeknya, serta penentuan 
tariff dari pajak tersebut baik sebelumnya ataupun sesudahnya dari UU 
Nomer 34 Tahun 2000. 
a. Pajak Daerah Provinsi 
1)  Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air 
2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  
3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 
4) Pajak Pengambilan dab Pemanfaatan Air Bawah Tanah 
b. Pajak Daerah Kabupaten/Kota 
1) Pajak Hotel 
2) Pajak Reklame  
3) Pajak Parkir  
4) Pajak Penerangan Jalan 
5) Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan 
3. Pajak Bumi dan Bangunan  
a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan  
               Bumi ialah terdiri dari permukaannya bumi serta tubuhnya bumi 
yang ada pada bawahnya. Permukaannya bumi terdiri dari pertanahan 
dan perairan pedalaman yaitu seperti rawa, pertambakan, perairan. 
Bangunan ialah kontruksi teknik yang ditanam atau diletakan dengan 
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cara tetap pada tanah ataupun pada perairan. Pajak Bumi dan 
Bangunan ialah pajak yang ditanggungkan atas tanah dan bangunan. 
 
b.  Objek  Pajak Bumi dan Bangunan 
               Menurut UU Nomer 12 Tahun 1885 yang sudah dirubah dengan 
UU No. 12 Tahun 1994 mengenai pajak bumi dan bangunan.  
1) Bangunan dan bumi menjadi objek dari pajak  
2) Adapun yang dinamkan klasifikasi dari bangunan dan bumi ialah 
suatu yang di klompokkan dari bangunan dan bumi didasarkan 
pada nilai harga jualnya dan dipergunakan untuk pedoman, beserta 
supaya mudah untuk perhitungan pajak.  
3) Yang termasuk pengertian bangunan adalah : 
a) Jalan tol 
b) Kolam renang  
c) Tempat olahraga 
d) Galangan kapal 
e) Jalan lingkungan 
4) Objek dari Pajak yang tidak terkena Pajak Bumi dan Bangunan 
ialah objek pajak yang : 
a) Dipergunakan untuk pelayanan publik pada bidang 
peribadahan, pendidikan, social, kesehatan, dan kebudayaan 
nasional, yang tak ada keuntungannya individu di dalamnya. 
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b) Dipergunakan sebagai tempat pemakaman, penginggalan, 
purbakala, atau yang sejenisnya 
c) Termasuk dari perlindungan hutan, taman nasional, hutan 
suaka alam, hutan wisata, tanah penggembalaan yang dikuasai 
oleh desa, dan tanahnya Negara dengan belum ada yang 
terbebani haknya  
d) Dipergunakan sebagai Perwakilan Diplomatik, konsulat 
didasarkan asas tindakan timbal balik; 
e) Dipergunakan Badan atau Perwakilan Organisasi Internasional 
yang penentunya yaitu Mentri Keuangan. 
c. Subjek Pajak 
             Ketentuan Pasal 4 UU No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Bumi 
dan Bangunan, terdapat Objek Pajak Bumi dan Bangunan telah 
menyebutkan mengenai definisi subjek pajak  yang merupakan 
seseorang atau badan dengan rincian sebagai berikut : 
1) Memiliki hak atas bumi. 
2) Mendapatkan pemanfaatan atas apa yang dilakukan di bumi. 
3) Mempunyai dan mendapatkan kekuasaan atas bangunan  
4) Mendapatkan pemanfaataan atas bangunan yang dimiliki. 
d. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan 
         Menurut UU No. 28 Tahun 2009, dasar pengenaan PBB-P2 ialah 
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP adalah rata-rata harga yang 
didapatkan melalui adanya transaksi jual beli dengan cara yang wajar. 
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Jika tak ada transaksi jual beli, maka NJOP penentuannya dengan 
membandingkan harga antara objek pajak lain yang sama jenisnya 
ataupun dari perolehan nilai yang baru atau NJOP pengganti. 3 tahun 
lamanya sudah di tetapkannya besarnya NJOP melalui Putusan dari 
Bupati dengan usulan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah 
yang sudah disesuaikan pada berkembangnya wilayah dari tempatnya 
objek pajak itu ada. 
         NJOP bumi/tanah diterapkan dengan berdasar Nilai Indikasi 
Rata-Rata dalam suatu Zona Nilai Tanah. NIR atau Nilai Indikasi 
Rata-Rata ialah nilai dari rata-ratanya pasar yang bisa mewakilkan 
penilai tanah di zona tersebut. Sedangkan ZNT ialah kelompok objek 
dari pajak yang berada pada satu zona geografis memiliki suatuan NIR 
yang terbats dari suatu pemilikan/penguasaan dari objek pajak yang 
berada pada satu wilayah administrasi pemerintah kelurahan/desa 
tidak adanya ikatan di batasan blok. Sementara NJOP bangunan 
ditetapkan berdasarkan nilai bangunan. Nilai dari pembangunan 
dihitung didasarkan dari pendaftaran biaya yang digunakan dari 
bangunan. pendaftaran biaya komponen bangunan ialah pendaftaran 
yang dibuat supaya mudah untuk menghitung nilai dari bangunan 
yang didasarkan dengan biaya yang termasuk membiayai komponen 
yang utama ataupun membiayai komponen dari material bangunan 
ataupun membiayai komponen untuk memfasilitasi bangunan. 
e. Tarif Pajak Bumi Bangunan 
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Tarif pajak yang dikenakan atas PBB-P2 dan PBB-P3 : 
Tarif PBB – P2 = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak 
= Tarif x ( NJOP Bumi + Njop Bangunan – 
NJOPTKP )  
= 0.1 % x ( NJOP bumi + NJOP Bangunan ) atau 
= 0.2 % x ( NJOP Bumi + Njop Bangunan )  
Keterangan : Tarif pajak untuk NJOP sampai dengan Rp. 
1.000.000.000 ditetapkan sebesar 0.1 %, sedangkan 
untuk tariff NJOP Rp. 2.000.000.000 atau lebih 
ditetapkan sebesar 0.2 %. 
Tarif PBB – P3 = Tarif x NJKP x ( NJOP – NJOPTKP ) 
= 0,5 x 20% x ( NJOP – NJOPTKP ) atau  
= 0,5 x 40% x ( NJOP- NJOPTKP ) 
Keterangan : Apabila NJOP kurang dari Rp 1 Milyar maka NJKP 
ditetapkan sebesar 20%, sedangkan apabila NJOP Rp 1 
Milyar  atau lebih dikenakan 40%. 
4. Aplikasi E-PBB 
a. Pengertian Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan  
             Aplikasi E-PBB adalah aplikasi yang diperuntukan untuk warga 
umum (wajib pajak PBB) supaya bisa mengakses objek pajaknya 
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dengan cara oline atau realtime. E-PBB termasuk aplikasi yang 
berintegrasi yang didalamnya mengelola PBB-P2. Pada aplikasi E-PBB 
meliputi beberapa hal diantaranya pendataan, penetapan, penilaian, 
penagihan, pelayanan dan pembayaran. Menurut Dinas Pendapatan 
Daerah Kabupaten Tegal menyatakan bahwa penerapan pada aplikasi 
tersebut sudah berjalan dengan baik, efektif dan efisie. Penggunaan E-
PBB dalam mengelola PBB-P2 memberikan manfaat yang baik seperti 
halnya dalam membantu pihak pemungut pajak dan pihak Wajib Pajak. 
Husnia, et.al, (2016:4). 
          Aplikasi ini sebelumnya dibuat pertama kali oleh Pemerintah Kota 
Bandung yang melakukan kerjasama terhadap PT. Telkom yang 
merupakan instansi yang pelaksanaannya memiliki pengaruh sangat 
penting, sebab PT. Telkom menjadi poros bagi perangkat aplikasi dan 
pemrograman, sehingga Pemerintah Daerah Kota Tegal senantiasa 
mendukung dan turut melakukan inovasi program serta kerja sama 
dengan PT. Telkom setempat yang bertujuan memberikan kemudahan 
bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya terhadap 
pembayara PBB terkhusus untuk warga yang ada pada luar kota tanpa 
harus mengunjungi daerah asal.  
b. Komponen Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan  
        Menurut Husnia et.al (2016: 3) terdapat komponen-komponen 
pada Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (E-PBB), dengan rincian 
sebagai berikut : 
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1) Pendataan PBB-P2 
        Pendataan PBB-P2 termasuk serangkaian kegiatan yang 
bertujuan untuk mendapatkan validnya data subjek serta objek 
PBB-P2. 
2) Penilaian PBB-P2 
        Penilaian PBB-P2 termasuk serangkaian aktivitas yang 
tetapkannya NJOP Bumi dan Bangunan. 
3) Penetapan PBB-P2. 
        Penetapan PBB-P2 merupakan aktivitas yang melakukan 
penghitungan berapa PBB-P2 yang terutang dan penataan 
usahaannya dengan maksud untuk menerbitkan SKP, SPPT, dan 
STP serta penyampaian terhadap Wajib Pajak. 
4) Penagihan PBB-P2. 
        Tagihan PBB-P2 merupakan aktvitas yang melakukan 
penagihan kepada Wajib Pajak karena belum dibayarnya pajak dan 
sudah melewati batas untuk membyar.  
5) Pembayaran PBB-P2. 
        Pembayaran PBB-P2 merupakan segala aktivitas mengenai 
pembayaran sebelum waktunya membayar pajak 
Berbagai cara pembayaran E-PBB sebagai berikut : 
a) Pembayaran E-PBB Via ATM sebagai berikut : 
43 
  
1. Carilah menu untuk membayar, setelah itu pilih 
2. Carilah menu untuk Pajak, setelah itu pilih  
3. Masukan Nomer Objek Pajak  
4. Masukan tahun dari pembayaran PBB 
5. Lalu ada informasi mengenai objeknya pajak, tagihannya, 
serta nama seorang yang wajib pajak 
6. Chek secara cermat data diri serta pembayaran pajak pokok 
yang wajib dibayar  
7. Apabila benar pilihlah tombol dengan tulisan bayar  
b) Untuk membayar PBB lewat Mobile Bangking sebagai berikut : 
1. Buka Internet Bangking, kemudian login 
2. Pilih menu pembayaran PBB 
3. Masukkan NOP dan tahun pembayaran PBB, klik lanjut 
4. Akan tampil informasi pajak, kemudian masukkan token 
yang diterima melalui SMS 
5. Klik proses 
6. selesai 
6) Pelayanan PBB-P2. 
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        Pelayanan PBB-P2 merupakan aktivitas yang berkaitan 
dengan pelayanan terhadap seluruh jenis pelayananyang 
dihubungkan dengan PBB-P2. 
 
c. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan E-PBB 
             faktor pendukung dalam penerapan E-PBB menurut Husnia et.al. 
(2016:5) yang menyatakan bahwa dalam hal menerapkan sistem E-PBB 
didasari adanya dukungan dari bermacam-macam pihak baik itu dari 
Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dan pihak swasta lainnya. Adanya 
dorongan pemerintah daerah Kabupaten Tegal membentuk tempat dan 
fasilitas bagi masyarakat sebagai kontribusi dalam memberikan 
pelayanan bagi masyarakat khususnya dunia internet seperti halnya 
pemberian Free Wifi. 
           Seseorang yang wajib membayar pajak dapat menggunakan lewat 
internet pada berbagai fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah 
dengan tujuan memberikan kemudahan dalam mengakses Aplikasi E-
PBB yang dapat diakses melalui website resmi dengan berbagai 
aktivitas seperti melakukan pengecekan PBB-P2 yang terutang atas 
objek pajak yang telah dimiliki, sehingga layanan dengan tingkat 
aksesibilitas yang ada cukup tinggi. Selain itu, penerbitan User Manual 
oleh PT. Telkom Indonesia menjadi pedoman dalam menerapkan E-




dapat diminimalisir dan pelaksanaan pengelolaan PBB-P2 dapat 
berjalan dengan selaras. 
             Pada dasarnya penerapan E-PBB juga memiliki faktor 
penghambat, yang dimana penerapannya akan muncul sebab minimnya 
pensosialisasian pada wajib pajak mengenai ketetapan aplikasi E-PBB, 
sehingga adanya aplikasi E-PBB, masyarakat masih dinilai awam dan 
kurang mengetahui penerapan aplikasi tersebut. Selnajutnya, fasilitas di 
beberapa daerah tertentu masih belum memadai. Fasilitas yang telah 
dimaksudkan disini merupakan tersedianya Bank untuk jadi mitra dari 
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal yang terdapat keterbatasan 
fasilitas yang memberikan dampak hambatan bagi penerapan E-PBB. 
Husnia, et.al (2016:6). 
             Adapun aset yang perlu dikembangkan dan diperlukan 
penyesuaian yang didasari dengan kebutuhan dan aturan dari undang-
undang yang masih diberlakukan yakni Sumber Daya Manusia. Dinas 
Pendapatan Daerah dinilai masih memiliki keterbatasan SDM dan 
kurangnya perbandingan dengan jumlahnya objek dari pajak karena 
dinilai lumayan besar. Pada UPT Dinas juga yang tersebar di beberapa 
kecamatan masih dilihat tidak samanya dengan peraturan undang-
undang yang sudah berlaku dan masih belum tersedia SDM yang 
memadai, sehingga SDM tersebut belum menjalankan tuhas dengan 




5. .Aplikasi E-PBB Kabupaten Tegal 
               Pada saat ini, penerapan pembayaran pajak melalui online telah 
diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal. Melalui sitemnya online 
membayar pajak telah dapat dipergunakan bagi pajak mulai April 2019 
yang merupakan pajak terhutang. Pada dasarnya, bagi warga masyarakat 
yang saat ini cenderung berkiprah di dunia teknologi dan informasi 
memicu hampir seluruh masyarakat membutuhkan segala hal pelayanan 
yang besiat praktis, modern dan mudah. Dengan adanya fenomena 
tersebut, Pemerintahan Kota Tegal mempersiapkan sistem untuk 
membayar pajak yaitu dengan cara online yang tentunya memiliki 
perbedaan pada pembayaran dengan sistem yang manual yang signifikan. 
Jatengprov.go.id (2019). 
             Pemerintah Kabupaten Tegal telah menyampaikan bahwa 
pemberlakukan sistem pembayarann pajak melalui online menjadi salah 
satu rintisan smartcity di Kabupaten Tegal yang bertujuan memberikan 
kemudahan pelayanan terhadap masyarakat dan diharapkan dapat 
bersinergi bagi beberapa pihak diantaranya pengusaha dan pemerintah 
Kabupaten Tegal  (2019) . Selain itu, terdapat beberapa tujuan 
Pemerintah Kabupaten Tegal memberlakukan sistem ini yakni 
memberikan kemudahan bagi Pemerintah Kabupaten Tegal dalam 
mengontrol pendapatan di bidang pajak yang tidak hanya perbulan 
melainkan dilakukan kontrol dan pengawasan terhadap pajak yang 
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diterima dengan cara waktu yang sebenarnya. Dengan mengontrol dan 
mengawasinya dapat dipantau kapan saja, tak dapat dipalsukan, di mark-
up maupun mark down. 
              Seperti halnya Pemerinah Kabupaten Tegal melalui Bappenda 
Kabupaten Tegal yang telah menghadirkan aplikasinya yaitu E-PBB 
berbasis Android sebagai media pembayara pajak yang bisa diakses 
secara mudah bagi warga masyarakat yang menggunakan smartphone 
khususnya di Wilayah Kabupaten Tegal (Pemkab Tegal, 2020).  
              Aplikasi E-PBB yang telah dikembangkan oleh Pemerintah 
Kabupaten Tegal diepruntukkan bagi masyarakat umum yang berbasis 
Android. Masyarakat perlu melakukan pengunduhan di aplikasi Play 
Store pada smartphone yang dimiliki dengan mengetik kata kunci “E-
PBB Kab Tegal”. Untuk itu adanya pemanfaatan aplikasi dari E-PBB 
dapat memudahkan masyarakat melakukan menunaikan kewajibannya 
atas membyar pajak bangunan dan bumi yang memiliki keadaan dimana 
sesorang yang diwajibkan membyar pajak berada di luar kota dan 
menjadi fasilitas yang praktis, efektif dan efisien bagi masyarakat itu 
sendiri (Pemkab Tegal, 2020).. 
B. Tinjauan Praktek Implementasi Aplikasi E-PBB untuk Pembayaran 
PBB di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal 
1. Tata Cara Penggunaan Aplikasi E-PBB 
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        Aplikasi E-PBB (Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan) termasuk 
aplikasi yang dikenal untuk mengelola PBB-P2. Inilah aplikasi yang  telah 
ada penilaian, mendata, penagihan, menetapkan, pelayanan dan membayar. 
Aplikasi ini dapat diakses melalui beberapa perangkat seperti Smartphone 
berbasis Android & IOS maupun komputer yang telah terhubung dengan 
server baik melalui jaringan lokal (LAN) maupun melalui Internet. 
         Aplikasi E-PBB Versi Android yang pengelolanya yaitu BPPD 
Kabupaten Tegal dianggap sebagai aplikasi untuk masyarakat-masyarkat 
umumnya dengan basis android yang dapat menjangkau objeknya pajak 
baik dengan cara realtime ataupun online. Penggunaan aplikasi ini segala 
detail status pembayaran, objek pajak akses link pembayaran, riwayat 
(history) pembayaran, pencetakan SPPT dan STTS melalui media 
elektronik dapat diketahui oleh Wajib Pajak. 
         Adapun tata cara penggunaan aplikasi E-PBB sebagai media unttuk 
membayar Pajak bangunan dan Bumi yang dikelola oleh BPPD  
Kabupaten Tegal, dengan rincian sebagai berikut : 
a. Tahap Instalasi Aplikasi E-PBB Kab. Tegal 
        Pada tahap ini, pengguna harus membuka aplikasi Play Store 
pada Smartphone yang dimiliki. Kemudian, pengguna melakukan 
















          Gambar 3.1 
 Tampilan Aplikasi E-PBB Kab. Tegal di Play Store 
(Sumber: BAPPENDA, Kabupatem Tegal) 
 
        Pada gambar 3.1 pengguna smartphone Android harus memilih 
aplikasi e-PBB Kabupaten Tegal dan kemudian klik atau tap pada 
bagian “install”. 
b. Tahap Penggunaan Aplikasi E-PBB Kab. Tegal 
        Pada penggunaan aplikasi E-PBB Kabupaten Tegal terdapat 
beberapa tahap, dengan rincian sebagai berikut : 
1) Pendaftaran Aplikasi 
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        Setelah dilakukan instalasi aplikasi E-PBB Kabupaten Tegal 
pada aplikasi Play Store, maka pengguna dapat membuka aplikasi 











Tampilan Aplikasi E-PBB Kab. Tegal 
  (Sumber: BAPPENDA, Kabupaten Tegal) 
        Pada Gambar 3.2 dijelaskan bahwa pengguna aplikasi dapat 
melakukan tap atau klik pada bagian “masuk”. Selanjutnya, 
pengguna dapat memasukkan nomor aktif yang dapat dihubungi 
sebagai syarat masuk atau mendaftar bagi pengguna baru pada 
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Gambar. 3.3  
Tampilan Pendaftaran Nomor Handphone 
(Sumber: BAPPENDA, Kabupaten Tegal) 
 
2) Pengisian Data Pengguna  
        Pada tahap ini diberlakukan bagi pengguna baru yang dapat 
melakukan pendaftaran nomor handphone pada aplikasi tersebut, 
selanjutnya pengguna dapat melakukan pengisian data pribadi dan 
menuliskan PIN terlebih dahulu, sebagaimana tampilan pada 











Gambar 3.4  
Tampilan Pengisian Data Pribadi Pengguna 
(Sumber: BAPPENDA, Kabupaten Tegal) 
        Berdasarkan Gambar 3.4 dijelaskan bahwa pada terdapat 
beberapa kolom seperti nama pengguna, PIN yang berfungsi untuk 




















Gambar 3.5  
Tampilan Pengisian Data PIN bagi Pengguna Terdaftar 
                                (Sumber: BAPPENDA, Kabupaten Tegal) 
        Berdasarkan Gambar 3.5 mengenai pengisian data PIN bagi 
pengguna terdaftar sebelumnya, jika pengguna telah mendaftarkan 
nomor handphone sebelumnya, maka pengguna cukup 















Gambar 3.6  
Tampilan Menu Beranda Aplikasi E-PBB 
(Sumber: BAPPENDA, Kabupaten Tegal) 
        Berdasarkan Gambar 3.6 mengenai menu beranda aplikasi E-
PBB akan muncul pada saat pengguna telah berhasil melakukan 
login dan data telah di verifikasi di aplikasi tersebut, Pada tampilan 
menu ini, pengguna dapat mengakses Objek Pajak apabila 
pengguna sebelumnya telah mendaftarkan terlebih dahulu dengan 
cara tap atau klik pada menu Elektronik Objek Pajak (e-OP). 
3) Penambahan Objek Pajak 
        Pada laman menu aplikasi E-PBB Kabupaten Tegal, akan 
menampilkan logo tersebut apabila pengguna belum pernah 
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Gambar 3.7 
Tampilan E-OP yang Belum Terdaftar 
(Sumber: BAPPENDA, Kabupaten Tegal) 
        Pada Gambar 3.7 mengenai Elektronik Objek Pajak (E-OP) 
yang belum ditambahkan oleh pengguna, maka dapat melakukan 
















Tampilan Laman NOP & Nama Pengguna 
(Sumber: BAPPENDA, Kabupaten Tegal) 
        Pada Gambar 3.8 mengenai laman Nomor Objek Pajak (NOP) 
dan nama pengguna,dapat dijelaskan bahwa saat pengguna klik 
atau tab pada logo tombol plus merah, maka akan nampak laman 
pengisian data Nomor Objek Pajak (NOP) dan nama pengguna 


















Gambar 3.9  
Tampilan Pengisian data NOP dan Nama Pengguna 
(Sumber: BAPPENDA, Kabupaten Tegal) 
 
         Pada Gambar 3.9 mengenai pengisian data Nomor Objek 
Pajak dan Nama pengguna yang dimasukkan telah benar, maka 
pengguna berhak melakukan centang tanda merah dengan klik 



















Tampilan Pengisian data NOP dan Nama Pengguna 
(Sumber: BAPPENDA, Kabupaten Tegal) 
        Pada Gambar 3.10 mengenai pengisian data NOP dan nama 
pengguna dijelaskan bahwa setelah dilakukan penyimpanan data, 
kemudian akan terlihat pada menu E-OP akan muncul NOP yang      
telah ditambahkan. Apabila pengguna memiliki lebih dari 1 (satu) 
objek pajak, pengguna dapat mengulangi langkah sebelumnya. 
Selanjutnya, pengguna dapat melihat detail OP dengan melakukan 
















Tampilan Data Objek Pajak dan Data Wajib Pajak 






















            
Gambar 3.12  
 Detail SPPT Berdasarkan Tahun 
                (Sumber: BAPPENDA, Kabupaten Tegal) 
        Pada Gambar 3.12 mengenai detail SPPT berdasarkan tahun 
dijelaskan bahwa pengguna dapat melakukan pengecekan dan 
dapat melihat detail SPPT sesuai dengan masing-masing tahun 
dengan melakukan klik atau tap pada menu e-SPPT. 
4) Melihat Detail SPPT 
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        Pada halaman utama, para pengguna dapat melakukan klik 
atau tap “e-SPPT, jika telah melunasi SPPT yang sebagaimana 











                  
Gambar 3.13 
Tampilan Status Pembayaran SPPT Lunas 
(Sumber: BAPPENDA, Kabupaten Tegal) 
        Berdasarkan Gambar 3.13 mengenai status pembayaran lunas 
dijelaskan bahwa pengguna dapat mengunduh file e-SPPT dan 
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STTS yang terdapat pada halaman aplikasi, jika telah melunasi 














Tampilab Status Pembayaran SPPT Belum Lunas 
(Sumber: BAPPENDA, Kabupaten Tegal) 
        Berdasarkan Gambar 3.13 mengenai Status Pembayaran SPPT 
belum lunas dapat dijelaskan bahwa jika pengguna belum melunasi 
pembayara SPPT, maka pengguna tidak dapat mengunduh laporan 
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E-PPT dan mengirimkan ke email, kecuali pada saat itu pengguna 













Tampilan Metode Pembayaran E-SPPT 
   (Sumber: BAPPENDA, Kabupaten Tegal) 
        Berdasarkan Gambar 3.15 mengenai metode pembayaran E-
SPPT dijelaskan bahwa pada aplikasi ini terdapat berbagai macam 
metode pembayaran diantaranya Bank Jawa Tengah, Gopay 
Powered by Gojek, Tokopedoa, PPOB Arindo dan Bank lainnya 
yang menyediakan asilitas Mobile Banking (M-Banking), ATM 
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dan sebagainya. Pengguna dapat melakukan pembayaran yang 
diarahkan ke link masing-masing metode tersebut. Setelah 
pengguna melakukan pembayaran, selanjutnya dapat dilakukan 
pengecekan kembali pada aplikasi untuk memastikan SPPT telah 
terbayar. 
5) History Pembayaran 
        History pembayaran berfungsi sebagai riwayat data 
pembayaran masing-masing NOP yang telah didaftarkan yang 
dapat dilihat oleh pengguna aplikasi ini. Pada halaman aplikasi 
menu History Pembayaran terdapat urutan tahun yang didalmnya 
terdapat laporan pembayaran STTS dan memiliki menu “kirim ke 
email” yang diartikan bahwa pengguna dapat mengundauh file 
history pembayaran dan dapat dikirimkan ke email pengguna. 












Gambar 3.16  
 Tampilan History Pembayaran 
(Sumber: BAPPENDA, Kabupaten Tegal) 
       Berdasarkan penerapan aplikasi E-PBB dalam membayar 
Pajak Bangunan dan Bumi pada Badan Pengelolaan Pendapatan 
Daerah Kabupaten Tegal. 
 
2. Pungutan Liar Pembayaran PBB 
Dugaan pungli di Kabupaten Tegal masih banyak dilakukan oleh aparat 
desa terutama dalam hal pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) 
yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Tegal terutama yang belum 
memahami penggunaan Aplikasi E-PBB. hal ini dapat menjadi faktor 
penhambat dalam penggunaan Aplikasi E-PBB yang seharusnya 
diperuntukkan untuk memudahlan dalam pembayaran pajak bumi dan 
bangunan tetapi malah dijadikan ajang memperkaya diri bagi aparat 
desa,”kata Tarmizi koordinator warga Kabupaten Tegal. 
3. Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pembayaran PBB melalui 
Aplikasi E-PBB di Badan Pengelola Pendapatan Daerah 
Kendala dibagi menjadi 2 yaitu : 
a. Kendala Penggunaan Aplikasi E-PBB dari Pemerintah Kab.Tegal : 
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1) Keterbatasan SDM penilai, pemeriksa dalam pendataan dan         
informasi wajib pajak. 
2) Masih banyaknya mutasi/perubahan objek pajak bumi dan bangunan 
atau ketidaktahuan pemilik lahan kosong, objek dalam sengketa yang 
tidak dilaporkan sesegera mungkin. 
3) Kurang efektif nya sistem administrasi perpajakan sehingga masih 
banyaknya keterbatasan penggunaan aplikasi E-PBB di daerah 
terpencil. 
4) Kurangnya pengawasan dari Pemerintah sehingga masih banyak 
terjadinya pungli yang dilakukan oleh aparat desa terutama desa 
terpencil di Kabupaten Tegal. 
Kendala penggunaan aplikasi E-PBB ddari wajib pajak sebagai berikut : 
1) Masyarakat dinilai masih awam dan kurang mengetahui 
penggunaan Aplikasi E-PBB. 
2) Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam pelaporan PBB secara 
online. 
3) Masih banyak masayarakat Kabupaten Tegal terutama masayarakat 
yang belum memahami penggunaan Aplikasi E-PBB sehingga 






4.  Upaya-upaya dalam mengatasi Kendala yang dihadapi dalam 
Pelaksanaan Pembayaran PBB melalui Apliksi E-PBB di Badan 
Pengelola Pendapatan Daerah 
Upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kab.Tegal sebagai 
berikut : 
a) Peningkatan sosialisasi, publikasi dan penyuluhan pajak daerah dan 
retribusi daerah. 
b) Pembenahan sistem administrasi perpajakan yang lebih efektif dan 
transparan dengan membuat jaringan online pembayaran pajak yang 
luas hingga ke desa-desa terpencil. 
c) Meningkatkan kualitas SDM dengan mengadakan bintek, pelatihan, 
asistensi, dan penyuluhan secara kontinyu dan berkesunambungan. 
d) Melakukan identifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan 
daerah. 
e) Pemerintah Kabupaten Tegal agar lebih tegas menangani kasus dugaan 
pungli yang dilakukan oleh aparat desa terutama desa terpencil di 
Kabupaten Tegal. 
Upaya yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak Kab.Tegal sebagai 
berikut : 
a. Masyarakat Kab.Tegal agar lebih mengetahui penggunaan Aplikasi 
E-PBB dengan cara melihat tutorial-tutorial yang ada secara bertahap. 












KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan Hasil Penelitian diatas, Maka dapat disimpulkan sebagai 
berikut : 
1. Tata cara penggunaan e-PBB adalah melakukan instalasi aplikasi e-PBB 
Kab. Tegal dengan cara men-Download Aplikasi E-PBB di play store, 
melakukan registrasi/pengisian data pengguna sesuai dengan data yang 
dimiliki oleh wajib pajak dan melakukan pembayaran sesuai dengan detail 
sppt yang ditampilkan oleh aplikasi e-PBB. 
2. Implementasi Aplikasi e-PBB Kab.Tegal mengalami peningkatan setiap 
tahunnya, akan tetapi masih belum efektif pelaksanaannya dikarenakan 
masih banyak pula masyarakat Kab.Tegal yang masih belum mengetahui 
penggunaan Aplikasi e-PBB terutama masyarakat di daerah terpencil di 
Kab.Tegal. 
3. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Tegal adalah 
Keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia) dalam melakukan penilaian, 
pemeriksaan dan pendataan informasi wajib pajak. Masih banyaknya 
mutasi/perubahan objek pajak bumi dan bangunan yang tidak dilaporakan 
kepada pemerintah Kab. Tegal, kurang efektifnya system administrasi 




4. Kendala penggunaan aplikasi e-PBB dari wajib pajak adalah wajib pajak 
dinilai masih awam dan kurang mengetahui penggunaan aplikasi e-PBB dan 
kurangnya kesadaran wajib pajak dalam pelaporan PBB. 
B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka terdapat 
bebererapa saran yang perlu diperhatikan sebagai berikut : 
1. Dalam pengoptimalan penggunaan Aplikasi e-PBB sebaikanya pemerintah 
kabupaten tegal lebih giat melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi e-PBB 
terutama untuk daerah tepencil, dengan cara melakukan sosialisasi, 
publikasi dan penyuluhan pajak daerah dan retribusi pajak daerah. 
2. Melakukan pembenahan sistem administrasi perpajakan yang lebih efektf 
dan transparan. 
3. Meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dengan cara 
mengadakan bimbingan teknis, pelatihan, asistensi, dan penyuluhan secara 
berkelanjutan. 
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